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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 2004 

TENTANG 
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a.  bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 
dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya 
ma syarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan mak-
mur; 

  b.  bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang me nye-
lu ruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial 
Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
mak sud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Na-
sional; 

Mengingat  :  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Da sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

M E M U T U S K A N: 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL 

NASIONAL.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

men jamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hi-
dup nya yang layak. 

2.  Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penye leng-
gara an program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara 
ja minan sosial. 

3.  Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang 
ber sifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan 
atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota 
ke luar ganya. 

4.  Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta pro-
gram jaminan sosial. 

5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir 
miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan 
sosial. 

6.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 

7.  Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang 
merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang 
dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran 
manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan 
program jaminan sosial. 

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 

9.  Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/
atau anggota keluarganya. 

10.  Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, 
pem beri kerja, dan/atau Pemerintah. 

11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

12.  Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau pe-
nyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan mem-
bayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

13.  Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pe-
kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, ke-
sepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
ba gi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan. 

14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan 
ker ja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah 
me nuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan 
oleh lingkungan kerja. 



-4-

U
U

 40/2004
SiStem

 Jam
in

an
 So

Sial n
aSio

n
al

-5-

U
U

 4
0/

20
04

Si
St

em
 J

am
in

an
 S

o
Si

al
 n

aS
io

n
al

15.  Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau 
hi lang nya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung 
meng akibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk 
men jalankan pekerjaannya. 

16.  Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan 
se se orang untuk melakukan pekerjaan. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 

Pasal 2 
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kema-
nu siaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Pasal 3 
Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan ter-
pe nuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau 
ang gota keluarganya. 

Pasal 4 
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prin-
sip: 
a.  kegotong-royongan; 
b.  nirlaba; 
c.  keterbukaan; 
d.  kehati-hatian; 
e.  akuntabilitas; 
f.  portabilitas; 

g.  kepesertaan bersifat wajib; 
h.  dana amanat; dan 
i.  hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya un-

tuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan pe-
serta. 

BAB III 
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

Pasal 5 
(1)  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-

Undang. 
(2)  Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan 

so sial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan So-
sial menurut Undang-Undang ini. 

(3)  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a.  Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK); 
b.  Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri (TASPEN); 
c.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Ber sen-

ja ta Republik Indonesia (ASABRI); dan 
d.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia 

(ASKES). 
(4)  Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain 

dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-
Undang. 
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BAB IV 
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

Pasal 6 
Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-
Undang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional. 

Pasal 7 
(1)  Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. 
(2)  Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan 

umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Na-
sio nal. 

(3)  Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas: 
a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan pe-

nyelenggaraan jaminan sosial; 
b. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; 

dan 
c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan 

iur an dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. 
(4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring 

dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Pasal 8 
(1)  Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, 

yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang me ma-
hami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi 
pe kerja. 

(2) Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua me rang-
kap anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 

(3)  Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur 
Pemerintah. 

(4)  Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional 
dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial 
Nasional. 

(5)  Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima) 
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. 

(6)  Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial 
Nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.  Warga Negara Indonesia; 
b.  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c.  sehat jasmani dan rohani; 
d.  berkelakuan baik; 
e.  berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-

tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota; 
f.  lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu); 
g.  memiliki keahlian di bidang jaminan sosial; 
h.  memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan 
i.  tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana kejahatan. 

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat 
meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. 
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Pasal 10 
Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional seba-
gai mana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih 
lan jut dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 11 
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat berhenti atau diberhentikan 
se be lum berakhir masa jabatan karena: 
a.  meninggal dunia; 
b.  berhalangan tetap; 
c.  mengundurkan diri; 
d.  tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). 

Pasal 12 
(1)  Untuk pertama kali, Ketua dan anggota Dewan Jaminan Sosial Na sio-

nal diusulkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi ke se jah te-
ra an sosial. 

(2)  Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota De -
wan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pre-
siden. 

BAB V 
KEPESERTAAN DAN IURAN 

Pasal 13 
(1)  Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pe ker-

ja nya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
se suai dengan program jaminan sosial yang diikuti. 

(2)  Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut 
de ngan Peraturan Presiden. 

Pasal 14 
(1)  Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran 

se bagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
(2)  Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

fa kir miskin dan orang tidak mampu. 
(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur le-

bih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 15 
(1)  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor iden-

titas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya. 
(2)  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi 

tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan 
yang berlaku. 

Pasal 16 
Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelak sa-
na an program jaminan sosial yang diikuti. 

Pasal 17 
(1)  Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan ber da-

sar kan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. 
(2)  Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, me nam-

bahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran 
ter sebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala. 

(3)  Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dite-
tap kan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan per-
kem bangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak. 

(4)  Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak 
mampu dibayar oleh Pemerintah. 
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(5)  Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diba-
yar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan. 

(6)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur le-
bih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 
PROGRAM JAMINAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Jenis Program Jaminan Sosial 

Pasal 18 
Jenis program jaminan sosial meliputi: 
a.  jaminan kesehatan; 
b.  jaminan kecelakaan kerja; 
c.  jaminan hari tua; 
d.  jaminan pensiun; dan 
e.  jaminan kematian. 

Bagian Kedua 
Jaminan Kesehatan 

Pasal 19 
(1)  Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan 

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 
(2)  Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar 

pe ser ta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlin dung-
an dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Pasal 20 
(1)  Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 
(2)  Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan ke-

sehatan. 
(3)  Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain 

yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran. 

Pasal 21 
(1)  Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) 

bu lan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. 
(2)  Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 

(enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iuran-
nya dibayar oleh Pemerintah. 

(3)  Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya 
di  ba yar oleh Pemerintah. 

(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
di  atur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 22 
(1)  Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa 

pe  la yanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai 
yang diperlukan. 

(2)  Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan pe-
layanan, peserta dikenakan urun biaya. 

(3)  Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya seba gai-
mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam 
Per  aturan Presiden. 
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Pasal 23 
(1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

di  berikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang 
men  jalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

(2)  Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja 
sa ma dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

(3)  Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang me-
menuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, 
Ba dan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. 

(4)  Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka ke-
las pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. 

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. 

Pasal 24 
(1)  Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah 

di te tapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara Ja-
min an Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. 

(2)  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas ke se-
hat an atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 
(li ma belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. 

(3)  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pe la-
yan an kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pem ba-
yar­an­pelayanan­kesehatan­untuk­meningkatkan­efisiensi­dan­efek­
tivitas jaminan kesehatan. 

Pasal 25 
Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai 
yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan sesuai 
de ngan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 
Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan 
So sial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. 

Pasal 27 
(1)  Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah di-

ten tu kan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, 
yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi 
kerja. 

(2)  Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima 
upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala. 

(3)  Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran di-
ten tukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala. 

(4)  Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara ber-
kala. 

(5)  Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
le bih lanjut dalam Peraturan Presiden. 

Pasal 28 
(1)  Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan 

ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar 
tambahan iuran. 
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(2)  Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lan jut dalam Peraturan Presiden. 

Bagian Ketiga 
Jaminan Kecelakaan Kerja 

Pasal 29 
(1)  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional ber da sar-

kan prinsip asuransi sosial. 
(2)  Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin 

agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan 
uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau 
men derita penyakit akibat kerja. 

Pasal 30 
Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar 
iuran. 

Pasal 31 
(1)  Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan man-

faat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya 
dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat 
total tetap atau meninggal dunia. 

(2)  Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan 
se ka ligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja 
yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. 

(3)  Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pem be-
ri kerja dikenakan urun biaya. 

Pasal 32 
(1)  Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah 
atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan 
Ba dan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

(2)  Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja 
sa ma dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

(3)  Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum ter-
sedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi 
ke bu tuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
wa jib memberikan kompensasi. 

(4)  Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka ke-
las perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar. 

Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli 
waris, kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 34 
(1)  Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase 

ter tentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh 
pem beri kerja. 

(2)  Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak 
me ne rima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara ber-
kala oleh Pemerintah. 

(3)  Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk 
se tiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja. 
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(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keempat 
Jaminan Hari Tua 

Pasal 35 
(1)  Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 

asu ransi sosial atau tabungan wajib. 
(2)  Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin 

agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, 
meng alami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

Pasal 36 
Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. 

Pasal 37 
(1)  Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pa-

da saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau meng-
alami cacat total tetap. 

(2)  Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan se lu ruh 
akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengem bang-
annya. 

(3)  Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sam-
pai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) 
ta hun. 

(4)  Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak me-
ne ri ma manfaat jaminan hari tua. 

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur le-
bih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 38 
(1)  Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah dite-

tap kan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan 
ter tentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. 

(2)  Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima 
upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara 
ber kala oleh Pemerintah. 

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur le-
bih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kelima 
Jaminan Pensiun 

Pasal 39 
(1)  Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 

asu ran si sosial atau tabungan wajib. 
(2) Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat 

ke hi dupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang 
peng  hasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat 
total tetap. 

(3)  Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. 
(4)  Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 40 
Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. 

Pasal 41 
(1)  Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap 

bu lan sebagai: 
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a.  Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai me-
ning gal dunia; 

b.  Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau 
aki bat penyakit sampai meninggal dunia; 

c.  Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sam-
pai meninggal dunia atau menikah lagi; 

d.  Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 
usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau 

e.  Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang 
sam pai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(2)  Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran 
uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur mi ni-
mal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan per-
un dang-undangan. 

(3)  Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah men-
ca pai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan. 

(4)  Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau 
be lum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap 
ber hak mendapatkan manfaat jaminan pensiun. 

(5)  Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 
15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh 
aku mu lasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. 

(6)  Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak ter-
se but menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) 
tahun. 

(7)  Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami ca-
cat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pen-
siun. 

(8)  Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. 

Pasal 42 
(1)  Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah di ten-

tu kan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan 
atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara 
pem  beri kerja dan pekerja. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut da-
lam Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keenam 
Jaminan Kematian 

Pasal 43 
(1)  Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prin-

sip asuransi sosial. 
(2)  Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan 

san  tunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang 
me  ning gal dunia. 

Pasal 44 
Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran. 

Pasal 45 
(1)  Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lam -

bat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Pe-
nye  leng gara Jaminan Sosial. 

(2)  Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu 
jum  lah nominal tertentu. 
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(3)  Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di-
atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 46 
(1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja. 
(2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah diten-

tu kan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan. 
(3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah 

ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh pe-
serta. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

BAB VII 
PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL 

Pasal 47 
(1) Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Ba dan 

Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mem per tim bang-
kan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan 
hasil yang memadai. 

(2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial seba-
gai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pe me rintah. 

Pasal 48 
Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin 
ter peliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. 

Pasal 49 
(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengelola pembukuan sesuai 

de ngan standar akuntansi yang berlaku. 
(2) Subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu 

pro gram dari dana program lain tidak diperkenankan. 
(3) Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi 

iur an dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program 
ja min an hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

(4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi 
aku mulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap pe ser-
ta jaminan hari tua sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 

Pasal 50 
(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membentuk cadangan tek-

nis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku 
umum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut da-
lam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 51 
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Ja min-
an Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 52 
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
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a.  Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Pro-
gram Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang 
No mor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lem-
bar an Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tam-
bah an Lembaran Negara Nomor 3468); 

b.  Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pe-
ga wai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Peme rin-
tah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Peru sa-
haan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Men-
jadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun 
Jan da/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906), 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke-
pe gawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) seba gai-
mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), dan Peraturan 
Pe me rin tah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pega-
wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200); 

c.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Ber-
senjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Per-
atur an Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan 
Ben tuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan 
Ber senjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan 
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No-
mor 88); 

d.  Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia 
(ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta-
hun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) 
Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lem  baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16); 

 te tap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang 
ini. 

(2)  Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 
Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-



-24-

U
U

 40/2004
SiStem

 Jam
in

an
 So

Sial n
aSio

n
al

-25-

U
U

 4
0/

20
04

Si
St

em
 J

am
in

an
 S

o
Si

al
 n

aS
io

n
al

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

   Disahkan di Jakarta 
   pada tanggal 19 Oktober 2004 
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                           ttd. 

   MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Oktober 2004 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

                                 ttd 

                 BAMBANG KESOWO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
DEPUTI SEKRETARIS KABINET 
Bidang Hukum dan Perundang-undangan 

                             ttd 

               Lambock V. Nahattands 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 2004 

TENTANG 
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 

UMUM 
Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan 
pem bangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antara-
nya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut ha-
rus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau 
se lu ruh rakyat. 

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tan-
tangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum ter-
pe cah kan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi 
selu ruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak 
terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam 
De klarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 
1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang 
mengan jurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum 
ke pada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Per-
mu sya waratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 
me nu gaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional 
da lam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan 
terpadu. 
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Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Ne-
gara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk 
di ha rapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila 
ter jadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pen-
da pat an, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan peker-
jaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. 

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan be be-
rapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus meng-
atur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang No-
mor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), 
yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan ke ce-
la ka an kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. 

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Ta-
bung an dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan 
(ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis 
Ke mer dekaan/Veteran dan anggota keluarganya. 

Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Re-
pu blik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI 
beserta keluarganya, telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Ang kat-
an Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pe me-
rintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan 
Pe me rintah Nomor 44 Tahun 1971. 

Berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil ma-
syarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang 
me madai. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial 
ter sebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai 
ke pada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak 
peserta. 

Sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menyusun Sis tem 
Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan pe nye leng-
ga raan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa 
pe nye lenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta 
mem berikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. 

Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut: 
-   Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme 

gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang 
mam  pu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta 
yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang 
sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, ja-
min an sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

-  Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk 
mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan 
tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk 
memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil 
pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kepentingan peserta. 

­­­ Prinsip­keterbukaan,­kehati­hatian,­akuntabilitas,­efisiensi­dan­efek­ti­
vi tas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari selu-
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ruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan 
ha sil pengembangannya. 

-   Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan ja-
minan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau 
tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

-  Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan 
agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Mes-
kipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya 
tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah 
ser ta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai 
dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal 
da pat menjadi peserta secara suka rela, sehingga dapat mencakup pe-
tani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada 
ak hir nya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh 
rakyat. 

-  Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta meru-
pa kan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola se-
baik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk ke-
se jahteraan peserta. 

-  Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam 
Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham 
yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. 

Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial 
Na sional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, ja-
min an pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh pen-
du duk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial ter-
sebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah 

trans formasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang 
telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru 
se  suai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2
Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat 
ma nusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional 
meng­gam­bar­kan­pengelolaan­yang­efisien­dan­efektif.­Asas­keadilan­
merupakan asas yang bersifat idiil. Ketiga asas tersebut dimaksudkan 
untuk menjamin ke lang sung an program dan hak peserta. 

Pasal 3 
Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan 
esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya 
kesejahteraan so sial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pasal 4 
Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip ke ber-
sa ma an antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, 
yang di wujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran 
sesuai dengan ting kat gaji, upah, atau penghasilannya. 

Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha 
yang meng utamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk 
memberikan man faat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. 
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Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah 
akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. 

Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan 
dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. 

Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan 
program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan 
jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan 
atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang 
mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, 
yang dilaksanakan secara bertahap. 

Prinsip dana amanat dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan 
hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk 
digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam 
ketentuan ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang 
dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. 

Pasal 5 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Cukup jelas 
 Ayat (4) 

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut 
ketentuan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika 
perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan 
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada/atau 
yang baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan 
program jaminan sosial. 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Huruf a 

Kajian dan penelitian yang dilakukan dalam ketentuan ini 
antara lain penyesuaian masa transisi, standar operasional dan 
prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, besaran iuran 
dan manfaat, pentahapan kepesertaan dan perluasan program, 
pemenuhan hak peserta, dan kewajiban Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. 
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  Huruf b 
Kebijakan investasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
penempatan dana dengan memperhatikan prinsip kehati-
hatian, optimalisasi hasil, keamanan dana, dan transparansi. 

  Huruf c 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam 
ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya 
program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Pasal 8 
 Ayat (1) 

Jumlah 15 (lima belas) orang anggota dalam ketentuan ini terdiri 
dari unsur pemerintah 5 (lima) orang, unsur tokoh dan/atau ahli 
6 (enam) orang, unsur organisasi pemberi kerja 2 (dua) orang, dan 
unsur organisasi pekerja 2 (dua) orang. 

Unsur pemerintah dalam ketentuan ini berasal dari departemen 
yang bertanggung jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, 
kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang 
pertahanan dan keamanan, masing-masing 1 (satu) orang. 

Unsur ahli dalam ketentuan ini meliputi ahli di bidang asuransi, 
keuangan, investasi, dan aktuaria. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

 Ayat (3) 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

 Ayat (5) 
Cukup jelas 

 Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
 Ayat (1) 

Frasa “secara bertahap” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar 
mem per hatikan syarat-syarat kepesertaan dan program yang 
dilaksanakan de  ngan memperhatikan kemampuan anggaran 
negara, seperti diawali de ngan program jaminan kesehatan. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

 Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Pasal 15 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Informasi yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup hak dan 
ke wa jiban sebagai peserta, akun pribadi secara berkala minimal 
satu ta hun sekali, dan perkembangan program yang diikutinya. 

Pasal 16 
 Cukup jelas 
Pasal 17 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Yang dimaksud pembayaran iuran secara berkala dalam ketentuan 
ini ada lah pembayaran setiap bulan. 

 Ayat (3) 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Fakir miskin dan orang yang tidak mampu dalam ketentuan ini 
adalah se ba gaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Ayat (5) 
Cukup jelas 

 Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 18 
 Cukup jelas 

Pasal 19 
 Ayat (1) 

Prinsip asuransi sosial meliputi: 
a.  kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat 

dan sa kit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan 
rendah; 

b.  kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 
c.  iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; 
d.  bersifat nirlaba. 
Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan se-
suai de ngan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besar-
an iuran yang telah dibayarkannya. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 20 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Anggota keluarga adalah istri/suami yang sah, anak kandung, 
anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, 
sebanyak-ba nyak nya 5 (lima) orang. 

 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang lain dalam keten-
tuan ini ada lah anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. 

Untuk mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, pekerja mem-
be ri kan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk menambahkan 
iuran nya ke pa da Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seba gai-
mana ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 
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Pasal 21 
 Ayat (1) 

Ketentuan ini memungkinkan seorang peserta yang mengalami 
pemu tus an hubungan kerja dan keluarganya tetap dapat menerima 
jaminan ke se hatan hingga 6 (enam) bulan berikutnya tanpa 
mengiur. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

 Ayat (3) 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 22 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pe la-
yan an dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga 
Be ren cana, ra wat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan 
tin dakan medis lain nya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. 
Pela yan an tersebut dibe rikan sesuai dengan pelayanan standar, 
baik mutu mau pun jenis pela yan annya dalam rangka menjamin 
kesinambungan pro gram dan ke puasan peserta. Luasnya pelayanan 
kesehatan disesuaikan de ngan ke bu tuh an peserta yang dapat 
berubah dan kemampuan ke uang an Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian. 

 Ayat (2) 
Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang membuka 
pe  luang moral hazard (sangat dipengaruhi selera dan perilaku pe-
serta), mi sal  nya pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diag-
nostik, dan tin dakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medik. 

Urun biaya harus menjadi bagian upaya pengendalian, terutama 
upa ya pengen dalian dalam menerima pelayanan kesehatan. 
Penetapan urun biaya dapat berupa nilai nominal atau persentase 
tertentu dari biaya pelayanan, dan dibayarkan kepada fasilitas 
kesehatan pada saat pe ser ta memperoleh pelayanan kesehatan. 

 Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 23 
 Ayat (1) 

Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, 
la bo ra to rium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas 
ke se hat an me menuhi syarat tertentu apabila fasilitas kesehatan 
tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang 
bertanggung jawab di bi dang kesehatan. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

 Ayat (3) 
Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang 
tu nai, sesuai dengan hak peserta. 

 Ayat (4) 
Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya 
(ke las standar), dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti 
asu ransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih 
antara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas 
perawatan. 

 Ayat (5) 
Cukup jelas 
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Pasal 24 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan 
So­­sial­membayar­fasilitas­kesehatan­secara­efektif­dan­efisien.­Ba­
dan Pe ny elenggara Jaminan Sosial dapat memberikan anggaran 
ter tentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk mela-
yani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap tertentu per 
ka pita per bulan (kapitasi). Ang garan tersebut sudah mencakup 
jasa medis, biaya perawatan, biaya pe nunjang, dan biaya obat-
obatan yang penggunaan rincinya diatur sen diri oleh pimpinan ru-
mah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih le-
luasa­menggunakan­dana­seefektif­dan­seefisien­mung­kin.­

 Ayat (3) 
Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya 
termasuk menerapkan iur biaya untuk mencegah penyalahgunaan 
pe la yan an kesehatan. 

Pasal 25 
Penetapan daftar dan plafon harga dalam ketentuan ini dimaksudkan 
agar mempertimbangkan perkembangan kebutuhan medik keter se dia-
an,­serta­efektifitas­dan­efisiensi­obat­atau­bahan­medis­habis­pakai.­

Pasal 26 
 Cukup jelas 
Pasal 27 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

 Ayat (3) 
Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini adalah jangka 
waktu ter tentu untuk melakukan peninjauan atau perubahan 
sesuai dengan per kem bangan kebutuhan. 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

 Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 28 
 Cukup jelas 
Pasal 29 
 Cukup jelas 
Pasal 30 
 Cukup jelas 
Pasal 31 
 Cukup jelas 
Pasal 32 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Kompensasi dalam ketentuan ini dapat berbentuk penggantian 
uang tu nai, pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas 
ke se hat an tertentu. 
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 Ayat (4) 
Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya 
(ke las standar), dapat meningkatkan kelasnya dengan mengikuti 
asu ran si kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih an-
tara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan So-
sial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas 
perawatan. 

Pasal 33 
 Cukup jelas 
Pasal 34 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Variasi besarnya iuran disesuaikan dengan tingkat risiko ling kung-
an kerja dimaksudkan pula untuk mendorong pemberi kerja me nu-
run­kan­tingkat­risiko­lingkungan­kerjanya­dan­tercip­tanya­efisiensi­
usaha. 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 35 
 Ayat (1) 

Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada 
me kanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan 
pemberi kerja. 

Prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada 
per tim bangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari 
akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. 

 Ayat (2) 
Jaminan hari tua diterimakan kepada peserta yang belum me ma-
suki usia pensiun karena mengalami cacat total tetap sehingga 
tidak bisa lagi bekerja dan iurannya berhenti. 

Pasal 36 
 Cukup jelas 
Pasal 37 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan dana ja-
minan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal se tara 
tingkat suku bunga deposito bank Pemerintah jangka waktu sa tu 
tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

 Ayat (3) 
Sebagian jaminan hari tua dapat dibayarkan untuk membantu pe-
ser ta mempersiapkan diri memasuki masa pensiun. 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

 Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 38 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 Ayat (3) 

Yang akan diatur oleh Pemerintah adalah besarnya persentase 
iuran yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. 
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Pasal 39 
 Ayat (1) 

Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi 
sosial, namun ketentuan ini memberi kesempatan kepada pekerja 
yang memasuki usia pensiun tetapi masa iurannya tidak mencapai 
wak tu yang ditentukan, untuk diberlakukan sebagai tabungan 
wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti be-
ker ja, ditambah hasil pengembangannya. 

 Ayat (2) 
Derajat kehidupan yang layak yang dimaksud dalam ketentuan ini 
ada lah besaran jaminan pensiun mampu memenuhi kebutuhan 
pokok pekerja dan keluarganya. 

 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan manfaat pasti adalah terdapat batas mi-
nimum dan maksimum manfaat yang akan diterima peserta. 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 40 
 Cukup jelas 
Pasal 41 
 Ayat (1) 
  Huruf a 

Cukup jelas 
  Huruf b 

Cukup jelas 
  Huruf c 

Cukup jelas 

  Huruf d 
Manfaat pensiun anak adalah pemberian uang pensiun berkala 
kepada anak sebagai ahli waris peserta, paling banyak 2 (dua) 
orang yang belum bekerja, belum menikah, atau sampai 
berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang tidak mempunyai 
sumber penghasilan apabila seorang peserta meninggal dunia. 

  Huruf e 
Manfaat pensiun orang tua adalah pemberian uang pensiun 
berkala kepada orang tua sebagai ahli waris peserta lajang 
apabila seorang peserta meninggal dunia. 

 Ayat (2) 
Ketentuan 15 (lima belas) tahun diperlukan agar ada kecukupan 
dan akumulasi dana untuk memberi jaminan pensiun sampai 
jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 

 Ayat (3) 
Formula jaminan pensiun ditetapkan berdasarkan masa kerja dan 
upah terakhir. 

 Ayat (4) 
Meskipun peserta belum memenuhi masa iur selama 15 (lima 
belas) tahun, sesuai dengan prinsip asuransi sosial, ahli waris 
berhak menerima jaminan pensiun sesuai dengan formula yang 
ditetapkan. 

 Ayat (5) 
Karena belum memenuhi syarat masa iur, iuran jaminan pensiun 
diberlakukan sebagai tabungan wajib. 

 Ayat (6) 
Cukup jelas 

 Ayat (7) 
Cukup jelas 
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 Ayat (8) 
Cukup jelas 

Pasal 42 
 Cukup jelas 
Pasal 43 
 Cukup jelas 
Pasal 44 
 Cukup jelas 
Pasal 45 
 Cukup jelas 
Pasal 46 
 Cukup jelas 
Pasal 47 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan keuangan 
Ba dan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam memenuhi ke wa jib an-
nya jangka pendek. 

Yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan keuangan 
Ba dan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam memenuhi semua ke-
wa jiban jangka pendek dan jangka panjang. 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 48 
 Cukup jelas 
Pasal 49 
 Ayat (1) 

Cukup jelas 

 Ayat (2) 
Subsidi silang yang tidak diperkenankan dalam ketentuan ini 
misalnya dana pensiun tidak dapat digunakan untuk membiayai 
jaminan kesehatan dan sebaliknya. 

 Ayat (3) 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 50 
 Ayat (1) 

Cadangan teknis menggambarkan kewajiban Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban di 
masa depan kepada peserta. 

 Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 51 
 Cukup jelas 
Pasal 52 
 Cukup jelas 
Pasal 53 
 Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4456 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  a.  bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan pro-
gram negara yang bertujuan memberikan kepastian 
per lin dung an dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat;

    b.  bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan 
sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara 
yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, 
dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan 
sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan 
untuk sebesar-besar kepentingan peserta;

    c.  bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang 
yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha 
Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya 
sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat 
Indonesia;
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  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat  : 1.  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

    2.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

   MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYE LENG-

GARA JAMINAN SOSIAL.
 

BAB I
KETENTUAN UMUM

 
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pro-
gram jaminan sosial.

2.  Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
men jamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak.

3.  Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang 
me ru pa kan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang 
di  ke lola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan 
pem biayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

4.  Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
sing kat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 

5.  Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/
atau anggota keluarganya. 
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6.  Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, 
pem beri kerja, dan/atau Pemerintah. 

7.  Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir 
mis kin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan 
Sosial. 

8.  Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

9.  Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hu kum, 
atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau pe  nye-
lenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan mem-
bayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 

10.  Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan 
da  lam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pe-
kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, ke-
sepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan. 

11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN ada-
lah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam pe ru mus-
an kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan 
sosial nasional. 

12.  Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan 
memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program 
Jaminan Sosial. 

13.  Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab pe-
nuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan 
asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam mau-
pun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

14.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pre-
si den Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 2 
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: 
a.  kemanusiaan; 
b.  manfaat; dan 
c.  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pasal 3 
BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan 
ter penuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/
atau anggota keluarganya. 
 

Pasal 4 
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan 
prinsip: 
a.  kegotongroyongan; 
b.  nirlaba; 
c.  keterbukaan; 
d.  kehati-hatian; 
e.  akuntabilitas; 
f.  portabilitas; 
g.  kepesertaan bersifat wajib; 
h.  dana amanat; dan 
i.  hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya un-

tuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Pe-
serta. 



-52-

U
U

 24/2011
B

ad
an

 Pen
yelen

g
g

ar
a Jam

in
an

 So
Sial

-53-

U
U

 2
4/

20
11

B
ad

an
 P

en
ye

le
n

g
g

ar
a 

Ja
m

in
an

 S
o

Si
al

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu 
Pembentukan 

 
Pasal 5 

(1)  Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS. 
(2)  BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.  BPJS Kesehatan; dan 
b.  BPJS Ketenagakerjaan. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

 
Pasal 6 

(1)  BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 
a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

(2)  BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf b menyelenggarakan program: 
a.  jaminan kecelakaan kerja; 
b.  jaminan hari tua; 
c.  jaminan pensiun; dan 
d.  jaminan kematian. 

 

BAB III 
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

 
Bagian Kesatu 

Status 
 

Pasal 7 
(1)  BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum pu-

blik berdasarkan Undang-Undang ini. 
(2)  BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 

Presiden. 
 

Bagian Kedua 
Tempat Kedudukan 

 
Pasal 8 

(1)  BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan 
berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia. 

(2)  BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai kantor 
perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. 

 
BAB IV 

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 
 

Bagian Kesatu 
Fungsi 

 
Pasal 9 

(1)  BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 
a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 
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(2)  BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
hu   ruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan 
ke r ja, pro gram jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan ja-
minan hari tua. 

 Bagian Kedua 
Tugas 

 
Pasal 10 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS 
bertugas untuk: 
a.  melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; 
b.  memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; 
c.  menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 
d.  mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; 
e.    mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; 
f.  membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan se-

suai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 
g.  memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat. 
 

Bagian Ketiga 
Wewenang 

 
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 
ber wenang untuk: 
a.  menagih pembayaran Iuran; 
b.  menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek 

dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, 

solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang me ma-
dai; 

c.  melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ke ten-
tuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d.  membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pem bayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Pemerintah; 

e.  mem buat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas ke se hat an; 
f.  mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja 

yang tidak memenuhi kewajibannya; 
g.  melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

h.  melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyeleng-
garaan program Jaminan Sosial. 

Bagian Keempat 
Hak 

 
Pasal 12 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
BPJS berhak untuk: 
a.  memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 

ber sumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 
de ngan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b.  memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 
Ja minan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 
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Bagian Kelima 
Kewajiban 

 
Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 
ber kewajiban untuk: 
a.  memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; 
b.  mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk se-

besar-besarnya kepentingan Peserta; 
c.  memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik me-

ngenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengem-
bang annya; 

d.  memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-
Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

e.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban 
un tuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 

f.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk men-
da pat kan hak dan memenuhi kewajibannya; 

g.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari 
tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

h.  memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

i.  membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria 
yang lazim dan berlaku umum; 

j.  melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang ber-
laku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 

k.  melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 
se cara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tem bus-
an kepada DJSN. 

BAB V 
PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN 

 
Bagian Kesatu 

Pendaftaran Peserta 
 

Pasal 14 
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) 
bu lan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. 
 

Pasal 15 
(1)  Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pe ker-

ja nya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan 
So sial yang diikuti. 

(2)  Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pa da ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut 
ang gota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. 

(3)  Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per at-
ur an Presiden. 

 
Pasal 16 

(1)  Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan 
Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Ja-
min an Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya se-
ba gai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial 
yang diikuti. 

(2)  Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan 
da ta mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan 
be nar kepada BPJS. 
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Pasal 17 
(1)  Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan 

ke ten tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat 
(2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
di maksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. 

(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a.  teguran tertulis; 
b.  denda; dan/atau 
c.  tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 

(3)  Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 
hu ruf b dilakukan oleh BPJS. 

(4)  Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dila ku-
kan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi ad mi nis-
tratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 18 

(1)  Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota ke-
luar ganya sebagai Peserta kepada BPJS. 

(2)  Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri 
dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah 
un tuk disampaikan kepada BPJS. 

 
Bagian Kedua 

Pembayaran Iuran 
 

Pasal 19
(1)  Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari 

Pe ker janya dan menyetorkannya kepada BPJS. 

(2)  Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tang-
gung jawabnya kepada BPJS. 

(3)  Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib 
mem bayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya ke-
pa da BPJS. 

(4)  Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan 
Iuran kepada BPJS. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai: 
a.  besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan ke se-

hat an diatur dalam Peraturan Presiden; dan 
b.  besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan 

ke  se hat an diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 

BAB VI 
ORGAN BPJS 

 
Bagian Kesatu 

Struktur 
 

Pasal 20 
Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. 
 

Bagian Kedua 
Dewan Pengawas 

 
Pasal 21 

(1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional. 
(2)  Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 
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(dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh ma-
sya  ra kat. 

(3)  Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ang-
kat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(4)  Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pa  da ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Pre si-
den. 

(5)  Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ang-
kat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk 
di ang kat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

 
Pasal 22 

(1)  Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
tugas BPJS. 

(2)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Dewan Pengawas bertugas untuk: 
a.  melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan 

kinerja Direksi; 
b.  melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan 

pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; 
c.  memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi 

mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan 
d.  menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan 

Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan 
tembusan kepada DJSN. 

(3)  Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Dewan Pengawas berwenang untuk: 
a.  menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; 
b.  mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; 

c.  mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; 
d.  melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai 

penyelenggaraan BPJS; dan 
e.  memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai 

kinerja Direksi. 
(4)  Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan we we-

nang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas. 

 
Bagian Ketiga 

Direksi 
 

Pasal 23 
(1)  Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal 

dari unsur profesional. 
(2)  Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di-

ber hen tikan oleh Presiden. 
(3)  Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagaimana 

dimak sud pada ayat (1) sebagai direktur utama. 
(4)  Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan da-

pat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa ja bat-
an berikutnya. 

 
Pasal 24 

(1)  Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional 
BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai de-
ngan haknya. 

(2)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Di-
rek si bertugas untuk: 
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a.  melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; 

b.  mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; dan 
c.  menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas 

un tuk melaksanakan fungsinya. 
(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Di-

reksi berwenang untuk: 
a.  melaksanakan wewenang BPJS; 
b.  menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, 

ta ta kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; 
c.  menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk 

meng angkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS 
ser ta menetapkan penghasilan pegawai BPJS; 

d.  mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas 
dan Direksi; 

e.  menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa 
dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan mem per ha ti-
kan­prinsip­transparansi,­akuntabilitas,­efisiensi,­dan­efektivitas;­

f.  melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan 
De wan Pengawas; 

g.  melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan per-
setujuan Presiden; dan 

h.  melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari 
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan per-
setujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(4)  Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan we we-
nang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan Direksi. 

BAB VII 
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, 

DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 
DAN ANGGOTA DIREKSI 

 
Bagian Kesatu 

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas 
dan Anggota Direksi 

 
Paragraf 1 

Persyaratan Umum 
 

Pasal 25 
(1)  Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Di -

rek si, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.  warga negara Indonesia; 
b.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c.  sehat jasmani dan rohani; 
d.  memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 
e.  memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk 

pengelolaan program Jaminan Sosial; 
f.  berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 

60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; 
g.  tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai 

politik; 
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h.  tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses 
peradilan; 

i.  tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tin dak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih; dan/atau 

j.  tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan 
peng awas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit ka-
rena kesalahan yang bersangkutan. 

(2)  Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ti dak 
boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. 

Paragraf 2 
Persyaratan Khusus

 
Pasal 26 

Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
ca lon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yai-
tu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khu sus nya 
di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun. 
 

Pasal 27 
Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki 
kom petensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan me-
miliki pengalaman manajerial paling sedikit 5 (lima) tahun. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan 

Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi 
 

Pasal 28 
(1)  Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan ang-

gota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas me-
lak sa nakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2)  Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur 
ma sya rakat. 

(3)  Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dite-
tap kan dengan Keputusan Presiden. 

 Pasal 29 
(1)  Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan 

pe ne rimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon 
ang gota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan. 

(2)  Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon 
ang gota Direksi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara 
terus-menerus. 

(3)  Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas 
dan na ma calon anggota Direksi kepada masyarakat untuk menda pat kan 
tang gapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditu tup. 

(4)  Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada 
pa nitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 
tang gal diumumkan. 

(5)  Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan 
nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Pre siden 
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sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa pe nyam-
pai an tanggapan dari masyarakat. 

 Pasal 30 
(1)  Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang ber-

asal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari 
panitia seleksi. 

(2)  Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang ber-
asal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh ma sya-
rakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 
2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari 
pa nitia seleksi. 

(3)  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan 
Peng awas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan 
unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan 
usul an dari Presiden. 

(4)  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia me nyam pai-
kan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke pada 
Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ber-
akhirnya pemilihan. 

(5)  Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pe ne ri maan 
surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(6)  Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan ang-
go ta Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota 
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Pasal 31 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan 
Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, 
dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden. 
 

Bagian Ketiga 
Pemberhentian 

 
Pasal 32 

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya 
karena: 
a.  meninggal dunia; 
b.  masa jabatan berakhir; atau 
c.  diberhentikan. 

 Pasal 33 
(1)  Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan 

se mentara karena: 
a.  sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat 

men jalankan tugasnya; 
b.  ditetapkan menjadi tersangka; atau 
c.  dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara. 

(2)  Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhen ti-
kan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden me nun-
juk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN. 

(3)  Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pa da ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan 
se hat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya se-
ba gai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian se-
men taranya dicabut. 
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(4)  Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
pa ling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau 
statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pem-
ber hen tian sementaranya dicabut. 

(5)  Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Di-
reksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan 
se ba gaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden. 

 
Pasal 34 

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabat an-
nya karena: 
a.  sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat men-

ja lan kan tugasnya; 
b.  tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau 

ang gota Direksi secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena 
alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c.  merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena ke-
sa lahan kebijakan yang diambil; 

d.  menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana; 
e.  melakukan perbuatan tercela; 
f.  tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas 

atau anggota Direksi; dan/atau 
g.  mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri. 

 Pasal 35 
Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti se ba gai-
mana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana 
di mak sud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas 
atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatan yang 
di gan tikan. 

 Pasal 36 
(1)  Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/

atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk me-
mi lih calon anggota pengganti antarwaktu. 

(2)  Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar wak-
tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ke ten tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, 
dan Pasal 31. 

(3)  Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pa-
da ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan 
ang gota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN. 

(4)  DJSN mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ber-
da sar kan peringkat hasil seleksi. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan 
ca lon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 
BAB VIII 

PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal 37 
(1)  BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tu-

gasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan ke-
uangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Pre-
siden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni 
tahun berikutnya. 

(2)  Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan 
se ba gaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai 
de ngan 31 Desember. 
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(3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud 
pa da ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan 
DJSN. 

(4)  Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ber-
laku. 

(5)  Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan seba gai-
mana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan 
ekse kutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 
(dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara na sio-
nal, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. 

(6)  Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dite tap-
kan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. 

(7)  Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program se-
ba gai mana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. 

 Pasal 38 
(1)­­ Direksi­bertanggung­jawab­secara­tanggung­renteng­atas­kerugian­fi­

nan sial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan 
Sosial. 

(2)  Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib me-
nyam paikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Pre siden dengan tembusan kepada DJSN. 

 BAB IX 
 PENGAWASAN 

 
Pasal 39 

(1)  Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. 

(2)  Pe ng awasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang 
ter  diri atas: 
a.  Dewan Pengawas; dan 
b.  satuan pengawas internal. 

(3)  Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: 
a.  DJSN; dan 
b.  lembaga pengawas independen. 

BAB X 
ASET 

 
Bagian Kesatu 

Pemisahan Aset 
 

Pasal 40 
(1)  BPJS mengelola: 

a.  aset BPJS; dan 
b.  aset Dana Jaminan Sosial. 

(2)  BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. 
(3)  Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. 
(4)  BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial 

pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. 

Bagian Kedua 
Aset BPJS 

 
Pasal 41 

(1)  Aset BPJS bersumber dari: 
a.  modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara 

yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; 
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b.  hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang me nye leng-
ga ra kan program jaminan sosial; 

c.  hasil pengembangan aset BPJS; 
d.  da na operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-un-

dang an. 
(2)  Aset BPJS dapat digunakan untuk: 

a.  biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; 
b.  biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk men du-

kung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial; 
c.  biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan 
d.  investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan per-

undang-undangan. 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS 

se ba gai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Per-
atur an Pemerintah. 

Pasal 42 
Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a un-
tuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing 
paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang ber sum-
ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 

Bagian Ketiga 
Aset Dana Jaminan Sosial 

 
Pasal 43 

(1)  Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: 
a.  Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; 

b.  hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; 
c.  hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak 

Pe serta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan 
pro gram jaminan sosial; dan 

d.  sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-un-
dang an. 

(2)  Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk: 
a.  pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; 
b.  dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan 
c.  in ves tasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan per-

undang-undangan. 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana 

Ja minan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di-
atur dalam Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keempat 
Biaya Operasional 

 
Pasal 44 

(1)  Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non per-
sonel. 

(2)  Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan 
Peng awas, Direksi, dan karyawan. 

(3)  Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan 
lainnya. 

(4)  Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah 
dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/
atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS. 

(5)  Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku. 
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(6)  Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh in sen-
tif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengem-
bangan. 

(7)  Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya 
ser ta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peraturan Direksi. 

(8)  Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya 
serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi di-
atur dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 45 
(1)  Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hu-

ruf d ditentukan berdasarkan persentase dari Iuran yang diterima 
dan/atau dari dana hasil pengembangan. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional se ba gai-
mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

BAB XI 
PEMBUBARAN BPJS 

 
Pasal 46 

BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. 
 

Pasal 47 
BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundangan-
undangan mengenai kepailitan. 
 

BAB XII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Bagian Kesatu 

Penyelesaian Pengaduan 
 

Pasal 48 
(1)  BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan pe na-

nganan pengaduan Peserta. 
(2)  BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

diterimanya pengaduan. 
(3)  Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan peng-

aduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Per-
aturan BPJS. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 

 
Pasal 49 

(1)  Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat di se le-
saikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pe-
nye lesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme me diasi. 

(2)  Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
me lalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak se-
cara tertulis. 

(3)  Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak. 
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(4)  Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada ke-
se pa kat an kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan 
mengikat. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa 
me lalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. 

 Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 

 
Pasal 50 

Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu 
pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi 
tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan 
negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. 
 

 BAB XIII 
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN 

 
Pasal 51

(1)  Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Ja-
minan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah. 

(2)  Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan or-
ganisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. 

(3)  BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai 
ang gota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila ter-
da pat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga inter-
nasional tersebut mengharuskan atas nama negara. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga di-
atur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB XIV 
LARANGAN 

 
Pasal 52 

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang: 
a.  memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota De-

wan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Peng-
awas dan anggota Direksi; 

b.  memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan 
Ja minan Sosial; 

c.  melakukan perbuatan tercela; 
d.  merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi 

ma syarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat 
yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan 
fung sional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan 
ba dan hukum lainnya; 

e.  membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur ben-
tur an kepentingan; 

f.  mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang 
ter kait dengan program Jaminan Sosial; 

g.  menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan di ha-
pus kannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, 
do kumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS 
dan/atau Dana Jaminan Sosial; 

h.  menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana 
Jaminan Sosial; 

i.  melakukan subsidi silang antarprogram; 
j.  menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial 

pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; 
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k.  menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau in-
ves ta si peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ke se jah te raan 
sosial; 

l.  membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku 
catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan ke-
giat an usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan 
Sosial; dan/atau 

m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau meng-
hi lang kan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
tran saksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Ja-
minan Sosial. 

 
Pasal 53 

(1)  Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ke ten-
tuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif. 

(2)  Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di la ku kan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. 

(3)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a.  peringatan tertulis; 
b.  pemberhentian sementara; dan/atau 
c.  pemberhentian tetap. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi ad mi nis-
tratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 54 

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, 
huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana 
pen jara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 

Pasal 55 
Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pa sal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(sa tu miliar rupiah). 
 

BAB XVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 56

(1)  Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan la por-
an kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan ke-
bi jakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan 
So sial nasional. 

(2)­­ Dalam­hal­terdapat­kebijakan­fiskal­dan­moneter­yang­mempengaruhi­
ting kat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khu-
sus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. 

(3)  Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang mem be-
rat kan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khu sus 
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untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan pe nye leng-
garaan program Jaminan Sosial. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 57
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a.  Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau 

disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pe me-
rin tah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan 
Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Per-
sero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16) di-
akui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan ke se-
hat an, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan 
ber operasinya BPJS Kesehatan; 

b.  Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional pe-
nyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk pe-
nam bahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ke se-
hatan; 

c.  Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 
Re publik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional pe nye-
lenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk 
pe nam bahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ke-
sehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan de-
ngan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Pre-
siden; 

d.  Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau 
di sing kat PT Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan 

Pe me rintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penye-
lengg ara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap me-
lak sa nakan kegiatan operasional penyelenggaraan: 
1.  program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan 

pe serta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan 
2.  program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan ja-

minan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta 
baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  

e.  Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI 
(Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Ta-
hun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) 
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi 
Peru sahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang No mor 6 
Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pen-
siun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara 
Re pu blik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No mor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke pe ga-
waian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) seba-
gai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
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1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Ber-
sen jata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No mor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang 
Pem berian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak 
Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2863), dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan pro-
gram Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan 
pro gram pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan 
pe serta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. 

f.  Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI 
PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk 
de ngan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Peng-
alihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pe-
gawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 
Pen siun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Re pu-
blik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan ope ra-
sio nal penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pem-
bayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru 
sam pai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. 

 
BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 58 
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi 
PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi 
untuk: 
a.  menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan ke-

sehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 
28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
So sial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4456). 

b.  menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan ke-
wa jib an PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. 

Pasal 59
Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) 
diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk 
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jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai ber-
operasi. 

Pasal 60 
(1)  BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan 

ke se hatan pada tanggal 1 Januari 2014. 
(2)  Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 
a.  Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan masyarakat; 
b.  Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Ke po li-

sian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pe-
la yanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan ke-
sehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan 

c.  PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program ja-
min an pemeliharaan kesehatan. 

(3)  Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud 
pa da ayat (1): 
a.  PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua 

aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes 
(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hu-
kum BPJS Kesehatan; 

b.  semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Ke se-
hatan; dan 

c.  Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang 
Sa ham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes 
(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan 
Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pem-

buka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka 
dana jaminan kesehatan. 

 
Pasal 61 

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Dewan Komisaris dan Direksi 
PT Jamsostek (Persero) sampai dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) 
men  jadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk: 
a.  menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke-

pada BPJS Kesehatan; 
b.  menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program ja min-

an kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan 
ke matian; 

c.  menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban 
pro gram jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) ter-
kait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke 
BPJS Kesehatan; dan 

d.  menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan ke-
wa jib an PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 

 
Pasal 62 

(1) PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 
tang gal 1 Januari 2014. 

(2) Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenaga ker-
ja an sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a.  PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan se-

mua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jam-
sostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan ke wa-
jiban hukum BPJS Ketenagakerjaan; 

b.  semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai 
B-PJS Ketenagakerjaan; 
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c.  Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang 
Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT 
Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan 
publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan ke-
uangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi ke-
uang an pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan 

d.  BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan ke-
ce lakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan 
ke matian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek 
(Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan bero-
pe ra sinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan 
Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan 
Pa sal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Ja minan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456), paling lambat 1 Juli 2015. 

Pasal 63 
Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) 
di angkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ke-
te na gakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS 
Ke tena gakerjaan mulai beroperasi. 
 

Pasal 64 
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program ja-
minan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pen-
siun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program 
yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan 
ke tentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Re publik Indonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal 1 Juli 2015. 
 

Pasal 65 
(1)  PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi So-

sial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran 
pen siun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 

(2)  PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan ha-
ri tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke 
BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 

 
Pasal 66 

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Ang-
kat an Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun 
dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan 
program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketena ga-
ker jaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 67 
Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No mor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
ten tang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297) tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT 
Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf 
a dan Pasal 62 ayat (2) huruf a. 



-88-

U
U

 24/2011
B

ad
an

 Pen
yelen

g
g

ar
a Jam

in
an

 So
Sial

-89-

U
U

 2
4/

20
11

B
ad

an
 P

en
ye

le
n

g
g

ar
a 

Ja
m

in
an

 S
o

Si
al

 Pasal 68 
Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Kete naga ker-
jaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-
Undang ini: 
a.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Ba-

dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran 
Ne  ga ra Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan di nya-
ta kan tidak berlaku lagi; dan 

b.  Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 
Ta  hun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara 
Re  pu  blik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sam-
pai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 64. 

 
Pasal 69 

Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di mak-
sud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Ja min-
an Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) 
di ca but dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 

Pasal 70 
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: 
a.  1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS 

Ke se hatan; dan 
b.  2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS 

Ke te nagakerjaan 
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Pasal 71 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
 

   Disahkan di Jakarta 
   pada tanggal 25 November 2011 
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                               ttd. 

   DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 November 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                REPUBLIK INDONESIA,

                                ttd.

                   AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 
Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
Wisnu Setiawan 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 2011 

TENTANG 
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

I. UMUM 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut 
semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial 
bagi kesejahteraan seluruh rakyat. 

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan 
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat   Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan 
untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka 
memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh 
dan terpadu. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem 
Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan 
sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang 

berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, 
nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan 
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial 
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk 
sebesar-besarnya kepentingan Peserta. 

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan 
kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program 
Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan 
pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan 
pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi 
kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN 
(Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, 
aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program 
jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 
jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan 
kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang ter-
kait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat 
ope­rasional­menggambarkan­pengelolaan­yang­efisien­dan­efektif.­

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil. 

Pasal 3 
Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan 
esen sial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya ke se-
jah  teraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pasal 4 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “prinsip kegotongroyongan” adalah prin sip 
ke ber samaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Ja-
minan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Pe ser ta 
mem bayar Iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau peng ha-
sil annya. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan 
usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana 
untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah prinsip mem-
per mu dah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi se-
tiap Peserta. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pe-
nge lo laan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip 
pelak sanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan 
da pat dipertanggungjawabkan. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah prinsip mem-
berikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah 
pe ker jaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah 
prin sip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Ja-
minan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. 

Huruf h 
Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah bahwa Iuran 
dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta 
un tuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Ja-
min an Sosial. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 



-94-

U
U

 24/2011
B

ad
an

 Pen
yelen

g
g

ar
a Jam

in
an

 So
Sial

-95-

U
U

 2
4/

20
11

B
ad

an
 P

en
ye

le
n

g
g

ar
a 

Ja
m

in
an

 S
o

Si
al

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “menagih” adalah meminta pembayaran 
da lam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pem-
ba  yaran Iuran. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan ma-
sukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik 
ting kat nasional maupun tingkat daerah. 

Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat berbeda de-
ngan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai dengan tingkat ke-
ma halan harga setempat, sehingga diperoleh pembayaran fasilitas 
ke­se­hatan­yang­efektif­dan­efisien.­

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” antara lain adalah ke wa-
jiban mendaftarkan diri dan Pekerjanya sebagai Peserta, mela por-
kan data kepesertaan termasuk perubahan Gaji atau Upah, jumlah 
Pe kerja dan keluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja. 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang–undangan” adalah 
Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan per-
atur an pelaksanaannya. 

Huruf h 
Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan peng um pul-
an Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan 
Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah dae-
rah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. 

Pasal 12 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian dari aku-
mu lasi Iuran Jaminan Sosial dan hasil pengembangannya yang da-
pat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional pe nye-
leng ga raan program Jaminan Sosial. 

Huruf b 
Cukup jelas. 
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Pasal 13 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal” adalah nomor 
yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap Peserta un-
tuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap 
Pe serta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program 
Ja minan Sosial. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup 
infor masi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan 
penge luaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah 
aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran BPJS. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “program Jaminan Sosial yang diikuti” 
adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “data” adalah data diri Pemberi Kerja dan 
Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk perubahannya. 

Ayat (3) 
Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang di-
da sarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau 
skala usaha. 

Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi 
man faat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi 
Ker ja untuk mengikuti program Jaminan Sosial. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 
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Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “pelayanan publik tertentu” antara lain 
pem ro sesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti ke pe-
milikan hak tanah dan bangunan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah daerah” ada-
lah unit pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh 
or ganisasi Pekerja di tingkat nasional. 

Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusul-
kan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat kembali” adalah 
di calonkan kembali melalui proses seleksi. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang yang 
mem punyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus di bidang 
Jaminan Sosial. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat kembali” adalah 
di calonkan kembali melalui proses seleksi. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah termasuk pe nyu-
sun an Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS. 
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Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gaji atau upah 
dan manfaat tambahan lainnya. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Kriteria­kualifikasi­calon­anggota­Dewan­Pengawas­atau­calon­
anggota Direksi diukur dari jenjang pendidikan formal. 

Kriteria kompetensi calon anggota Dewan Pengawas atau calon 
ang gota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, 
dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “tidak boleh merangkap jabatan” ada lah 
setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau ang go ta 
Direksi, yang bersangkutan melepaskan jabatan lain di pe me rin-
tah an, termasuk lembaga negara atau badan hukum lain. 
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Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan pe nga-
laman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya, an-
tara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, per asu ran-
sian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risiko, manajemen 
ke se hatan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan/atau 
hukum­yang­dapat­dibuktikan­dengan­sertifikat­kompetensi.­

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang di ber-
hen tikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN 
di pilih dari antara anggota Dewan Pengawas yang lain. 

Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang diberhentikan se-
men ta ra, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari 
an tara anggota Direksi yang lain. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “dinyatakan sehat kembali” adalah apabila 
di nyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit milik 
Pe merintah. 

Yang dimaksud dengan “statusnya sebagai tersangka dicabut” 
ada lah apabila proses penyidikan perkaranya dihentikan oleh pe-
nyidik. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Huruf a 

DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pro gram Jaminan Sosial. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas independen” adalah 
Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan ke-
we nangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan 
pe me riksaan. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, surat berhar-
ga, serta tanah dan bangunan. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah 
Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Seng keta. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 
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Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Huruf l 
Cukup jelas. 

Huruf m 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat be ru pa 
tingkat­inflasi­yang­tinggi,­keadaan­pascabencana­yang­meng­aki­
batkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, 
dan lain sebagainya. 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri 
atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 
BPJS ataupun kualitas pelayanannya kepada Peserta. 

Ayat (3) 
Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional 
dila ku kan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan ke-
luar ga karena pertalian darah atau perkawinan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah 
mela ku kan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Penga-
was dan Direksi. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 
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c.  menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan 
ke ten tuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasio nal untuk Peserta PT Askes (Persero); 

d.  berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk meng alih-
kan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat 
ke BPJS Kesehatan; 

e.  berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, entara Na sio nal 
Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk meng alih-
kan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi ang-
gota TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Per ta han  an, 
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia 
beserta anggota keluarganya ke BPJS Kesehatan; dan 

f.  berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk meng alih-
kan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kese-
hatan ke BPJS Kesehatan. 

Huruf b 
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta 
hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, men-
cakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk me-
la ku kan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), 
la poran posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan 
po sisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan; dan b. me-
nyu sun laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan po-
sisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi ke-
uang an pembukaan dana jaminan kesehatan. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan 
kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial antara 
lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, 
sebagai upaya terakhir. 

Pasal 57 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
ter diri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, san-
tunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan 
risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan 
ca cat bukan karena dinas, santunan biaya pemakaman istri/
suami, dan santunan biaya pemakaman anak. 

Huruf f 
Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna dan asu-
ran si kematian. 

Pasal 58 
Huruf a 

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain: 
a.  menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan 

un tuk beroperasinya BPJS Kesehatan; 
b.  me lakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan 

ja minan kesehatan; 
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Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Ayat (1) 

PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap trans-
for masi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat peng-
alihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ke te na ga-
kerjaan. 

Ayat (2) 
PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap trans-
for masi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat peng-
alihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pen-
siun ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Pasal 66 
Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan 
pro gram pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) 
dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang 
dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian program yang sesuai 
dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pe nyu-
sun an roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara 
lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 
Re publik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI 
(Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pem-
ba yar an pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program ja-
min an kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 
ja minan kematian mencakup antara lain: 
a.  menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan 

un tuk beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan; dan
b.  melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan 

ja min an kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, 
dan jaminan kematian. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta 
hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenaga ker-
jaan, mencakup antara lain: 
a.  menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas 

la poran posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan 
la poran posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan; 
dan 

b.  menyusun laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek 
(Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kete-
na ga kerjaan. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 
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Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 101 TAHUN 2012 

TENTANG
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) 

dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu me ne-
tap  kan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan 
Iuran Jaminan Kesehatan;

 
Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sis tem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Re pu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lem bar-
an Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERIMA 
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan per lin-
dungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 
ke pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 
oleh Pemerintah. 

2.  Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, 
pem beri kerja, dan/atau Pemerintah. 

3.  Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan 
Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan 
Orang Tidak Mampu yang dibayar oleh Pemerintah. 

4.  Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
se ba gai peserta program jaminan kesehatan. 

5.  Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian te-
tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang 
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

6.  Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pen-
caharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan 
da sar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya 
dan keluarganya. 

7.  Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN ada-
lah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam peru mus-
an kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sis tem jaminan 
sosial nasional. 

8.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pro-
gram jaminan sosial. 

9.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pre-
si den Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

10.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang sosial. 

BAB II
PENETAPAN KRITERIA DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG 

TIDAK MAMPU

Pasal 2 
(1)  Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan oleh Menteri 

se te lah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga 
terkait. 

(2)  Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud 
pa da ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan 
urus an pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan penda taan. 

Pasal 3
Hasil pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilakukan 
oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sta-
tis­tik­diverifikasi­dan­divalidasi­oleh­Menteri­untuk­dijadikan­data­terpadu.­
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BAB III
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 

Pasal 4
Data­Fakir­Miskin­dan­Orang­Tidak­Mampu­yang­telah­diverifikasi­dan­di­
va li dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelum ditetapkan sebagai 
data terpadu oleh Menteri, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan 
men teri dan/atau pimpinan lembaga terkait. 

Pasal 5 
(1)  Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri dirinci menurut provinsi 

dan kabupaten/kota. 
(2)  Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi 

pe ne ntuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. 

Pasal 6
Data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh 
Men teri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan dan DJSN. 

BAB IV
PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
men daftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan yang telah di-
tetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai peserta 
pro gram Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. 

Pasal 8
BPJS kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada 
peserta Jaminan Kesehatan yang telah didaftarkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

BAB V
PENDANAAN IURAN

Pasal 9 
Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI Jaminan Kesehatan 
ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 10
(1)  DJSN menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI 

Ja minan Kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pe me rintahan di bidang kesehatan. 

(2)  Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kese-
hat an menyampaikan usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI 
Ja minan Kesehatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pe me rintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan DJSN. 

(3)  Usulan anggaran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan 
se ba gai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ke-
ten tuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI
PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN 

KESEHATAN 

Pasal 11 
(1)  Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan dilakukan dengan: 

a.  penghapusan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang 
ter cantum sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena tidak lagi me-
me nuhi kriteria; dan 

b.  penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk 
di can tumkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan karena memenuhi 
kri teria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 

(2)  Perubahan data PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat­(1)­diverifikasi­dan­divalidasi­oleh­Menteri.­

(3)  Perubahan data ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan 
men  teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ke-
uang an dan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. 

(4)­­ Verifikasi­dan­validasi­terhadap­perubahan­data­PBI­Jaminan­Ke­se­
hat an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) 
bulan dalam tahun anggaran berjalan. 

Pasal 12
Penduduk yang sudah tidak menjadi Fakir Miskin dan sudah mampu wajib 
menjadi peserta Jaminan Kesehatan dengan membayar Iuran. 

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13
Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data 
yang benar dan akurat tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik diminta mau-
pun tidak diminta. 

Pasal 14
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disam pai kan 
melalui unit pengaduan masyarakat di setiap pemerintah daerah, yang di-
tun juk oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewe nang annya. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka: 
a.  penetapan jumlah PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 dilakukan 

dengan menggunakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 
ta hun 2011 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; 

b.  Menteri dalam menetapkan jumlah PBI Jaminan Kesehatan tahun 
2014 berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pe me rintahan di bidang keuangan dan menteri dan/atau pimpinan 
lem baga terkait. 

Pasal 16 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per atur-
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an Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia. 

   Ditetapkan di Jakarta 
   pada tanggal 3 Desember 2012 
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
                           ttd. 
 
   DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Desember 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                REPUBLIK INDONESIA,

                                ttd.

                   AMIR SYAMSUDIN
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 264 
            Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 
       Asisten Deputi Perundang-undangan 
    Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
                     Wisnu Setiawan 
 

 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 101 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 

 
I. UMUM 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Na-
sio nal dibentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan 
so sial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Undang-undang menentukan 
5 (lima) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, jaminan 
ke  celakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan ke ma-
tian bagi seluruh penduduk. Kepesertaan program jaminan sosial ter se but 
ba ru mencakup sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar ma-
sya rakat belum memperoleh jaminan sosial yang memadai. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Na-
sional menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh be be rapa 
badan penyelenggara secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang 
lebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap pe serta. 
Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, di ha rap-
kan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, 
termasuk mereka yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 
 
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Ja minan Sosial Nasional menentukan bahwa, “Pemerintah secara bertahap 
men daf tarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan 
Penye lenggara Jaminan Sosial”. 
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Kemudian dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa, “Iuran program ja-
minan sosial bagi Fakir Miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh 
Pemerintah”. Pada ayat (5) ditentukan bahwa, “Pada tahap pertama, iuran 
se bagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk pro-
gram jaminan kesehatan”. Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan bahwa, 
“Ke  ten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih 
lan jut dengan Peraturan Pemerintah”. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1), Iuran 
pro gram Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
di bayar oleh Pemerintah. 

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Per-
aturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Ke sehatan. 
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mencakup program Ja min-
an Kesehatan yang pada pokoknya mengatur: 
1.  Ketentuan Umum; 
2.  Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak 

Mampu; 
3.  Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 
4.  Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 
5.  Pendanaan Iuran; 
6.  Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; dan 
7.  Peran Serta Masyarakat. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
Pasal 2 
 Cukup jelas. 
Pasal 3 

Verifikasi­dan­validasi­dilakukan­dengan­mencocokkan­dan­menge­
sahkan data. 

Pasal 4 
Yang dimaksud dengan “menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait” 
an tara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bi dang kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, dalam negeri, dan 
pim pinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang statistik untuk melakukan pendataan. 

Pasal 5 
 Cukup jelas. 
Pasal 6 
 Cukup jelas. 
Pasal 7 
 Cukup jelas. 
Pasal 8 
 Cukup jelas. 
Pasal 9 
 Cukup jelas. 
Pasal 10 
 Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 
 Cukup jelas. 
Pasal 14 

Yang dimaksud dengan “unit pengaduan masyarakat” adalah unit yang 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berada di pe me-
rintah provinsi dan kabupaten/kota yang salah satu fungsinya untuk 
me  ne rima aduan masyarakat terkait adanya dugaan permasalahan da-
lam pendataan, pendaftaran, dan pemberian Iuran Jaminan Ke se hat-
an. 

Pasal 15 
 Cukup jelas. 
Pasal 16 
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5372 

 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undang-
an” adalah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan 
ne gara. 

Pasal 11 
 Ayat (1) 
  Huruf a 

Penghapusan data PBI Jaminan Kesehatan antara lain karena: 
a.  peserta PBI Jaminan Kesehatan meninggal dunia; dan 
b.  peserta PBI Jaminan Kesehatan memperoleh pekerjaan. 

  Huruf b 
Penambahan data PBI Jaminan Kesehatan antara lain karena: 
a.  pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan; 
b.  korban bencana; 
c.  pekerja yang memasuki masa pensiun; 
d.  anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia; dan 
e.  anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terdaftar sebagai 

PBI Jaminan Kesehatan. 
 Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 12 
 Cukup jelas. 
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG 
JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 
(2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 
26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 
No mor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Ja  minan Sosial Nasio-
nal, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) hu-
ruf a Undang-Undang Nomor 24 Ta  hun 2011 tentang Badan 
Pe nye lenggara Jaminan Sosial, per  lu menetapkan Peraturan 
Pre siden tentang Jaminan Ke   se   hatan;

Mengingat : 1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Re pu blik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Ja min an Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lem bar-
an Ne gara Republik Indonesia Nomor 4456);

3.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Ba dan 
Pe nyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Ne ga ra Re-
pu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tam bah an 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlin dung an kesehatan 

agar peserta memperoleh man fa at pemeliharaan kesehatan dan perlin-
dung an da lam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di be ri kan 
ke pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar 
oleh pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang se lanjutnya di-
sing kat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
me nye lenggarakan pro gram Jaminan Kesehatan.

3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang se lanjutnya disebut 
PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu 
se ba gai peserta pro gram Jaminan Kesehatan.

4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
sing kat 6 (enam) bulan di Indo nesia, yang telah membayar iuran.

5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/
atau anggota keluarganya.

6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan me ne ri ma gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang be kerja pada pemberi 
ker ja dengan menerima gaji atau upah.

8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau 
ber usaha atas risiko sendiri.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, peng usa ha, badan hu kum 
atau badan lainnya yang mem pe ker ja kan tenaga kerja, atau pe nye-
leng gara negara yang mem pe kerjakan pegawai negeri dengan mem ba-
yar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan di nyatakan da-
lam bentuk uang sebagai imbalan dari Pem beri Kerja kepada Pekerja 
yang ditetapkan dan di  bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepa-
kat  an, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tun jangan bagi 
Pe kerja dan keluarganya atas suatu pe ker jaan dan/atau jasa yang te-
lah atau akan dila ku kan.

11. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya di sing kat PHK adalah 
peng akhiran hubungan kerja karena sua tu hal tertentu yang meng-
aki bat kan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan 
Pem  beri Kerja berdasarkan peraturan perundang-un dangan.

12. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan keti dak mampuan 
se se orang untuk melakukan pe kerjaan.

13. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan se-
cara teratur oleh Peserta, Pemberi Ker ja dan/atau Pemerintah untuk 
pro gram Jaminan Ke se hatan.

14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kese hat an yang digu na-
kan untuk menyelenggarakan upa ya pelayanan kesehatan perorangan, 
baik pro mo tif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dila ku kan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

15. Pe jabat Negara adalah pimpinan dan anggota lem baga negara se ba gai-
mana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
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16. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pe gawai tidak tetap, 
pe gawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah.

17. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya di sebut Anggota 
TNI adalah personil/prajurit alat ne gara di bidang pertahanan yang 
me laksanakan tu gas nya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf 
Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Pang lima TNI.

18. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang se lan jutnya dise-
but Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Repu-
blik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.

19. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia seba gai mana dimaksud 
da lam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Re pu-
blik Indonesia.

20. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana di mak-
sud dalam Undang-Undang No mor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pem be-
rian Peng har ga an/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Ke bang  sa  an/ 
Kemerdekaan.

21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pe me rin tah adalah Pre-
si den Republik Indonesia yang me me gang kekuasaan pemerintahan 
Ne ga ra Republik Indo nesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wa likota, dan 
perang kat daerah sebagai unsur pe nye leng gara pemerintahan daerah.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urus an pemerintahan 
di bidang kesehatan.

BAB II
PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 2
Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Pasal 3
(1)  Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana di mak sud dalam Pasal 

2 hu ruf a meliputi orang yang ter go long fakir miskin dan orang tidak 
mampu.

(2) Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan seba gai mana dimaksud pa-
da ayat (1) dilakukan sesuai de ngan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4
(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam 

Pa sal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin 
dan orang tidak mam pu yang terdiri atas:
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
b. Pe kerja Bukan Penerima Upah dan anggota ke luar ganya; dan
c.  bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

(2)  Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ter diri atas:
a.  Pegawai Negeri Sipil;
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b.  Anggota TNI;
c.  Anggota Polri;
d.  Pejabat Negara;
e.  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
f.  pegawai swasta; dan
g.  Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai de ngan huruf f yang 

menerima Upah.
(3)  Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas:
a.  Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja man diri; dan
b.  Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bu kan penerima Upah.

(4)  Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
atas:
a.  investor;
b.  Pemberi Kerja;
c.  penerima pensiun;
d.  Veteran;
e.  Perintis Kemerdekaan; dan
f.  bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sam pai dengan huruf e 

yang mampu membayar iuran.
(5)  Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri 

atas:
a.  Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pen siun;
b.  Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti de ngan hak pen siun;
c.  Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
d.  penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan hu ruf c; dan
e.  janda, duda, atau anak yatim piatu dari pe ne ri ma pensiun se-

ba gai mana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang 
men da pat hak pensiun.

(6)  Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ter-
masuk warga negara asing yang be kerja di Indonesia paling singkat 6 
(enam) bulan.

(7)  Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indo nesia yang be-
ker ja di luar negeri diatur de ngan ke ten tuan peraturan perundang-
undangan ter sen diri.

Pasal 5
(1)  Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4 ayat (1) huruf a 

meliputi:
a.  istri atau suami yang sah dari Peserta; dan
b.  anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Pe-

serta, dengan kriteria:
1.  tidak atau belum pernah menikah atau ti dak mempunyai 

peng ha silan sendiri; dan
2.  be lum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum ber usia 

25 (dua puluh lima) ta hun yang masih melanjutkan pen di-
dikan formal.

(2)  Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat meng ikut ser takan ang-
gota keluarga yang lain.

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Pasal 6
(1)  Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan di la kukan secara 

ber  tahap sehingga mencakup se lu ruh penduduk.
(2)  Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di la kukan sebagai 

berikut:



-134-

Per
Pr

eS 12/2013
Jam

in
an

 KeSeh
atan -135- Pe

r
Pr

eS
 1

2/
20

13
Ja

m
in

an
 K

eS
eh

at
an

a.  Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, pa ling sedikit me-
liputi :
1.  PBI Jaminan Kesehatan;
2.  Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di ling kungan Kementerian 

Per ta hanan dan ang go ta keluarganya;
3.  Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di ling kung an Polri dan 

ang gota keluarganya;
4.  Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Per sero (Persero) 

Asu ran si Kesehatan Indo nesia (ASKES) dan anggota keluar-
ga nya; dan

5.  Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Peru sahaan Per-
sero (Persero) Jaminan So sial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 
dan ang gota keluarganya;

b.  Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang be lum masuk 
se  ba  gai Peserta BPJS Kesehatan pa ling lambat pada tanggal 1 
Januari 2019.

Bagian Ketiga
Peserta yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan  

Cacat Total Tetap

Pasal 7
(1)  Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hu ruf a yang 

meng alami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan 
pa ling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.

(2)  Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah bekerja 
kembali wajib memperpanjang status ke pe sertaannya dengan mem ba-
yar iuran.

(3)  Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
ti dak bekerja kembali dan ti dak mampu, berhak menjadi Peserta PBI 
Ja minan Ke se hatan.

Pasal 8
(1)  Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang meng alami Cacat Total Te-

tap dan tidak mampu, berhak men jadi Peserta PBI Jaminan Kese hat an.
(2)  Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) di-

la kukan oleh dokter yang berwenang.

Bagian Keempat
Perubahan Status Kepesertaan

Pasal 9
(1)  Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Ja minan Kesehatan 

men jadi bukan Peserta PBI Ja min an Kesehatan dilakukan melalui 
pen daf taran ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran pertama.

(2)  Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
tidak mengakibatkan terputusnya Man faat Jaminan Kesehatan.

(3)  Perubahan status kepesertaan dari bukan Peserta PBI Jaminan Ke se-
hat an menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai de-
ngan ketentuan per aturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA DAN PERUBAHAN 

DATA KEPESERTAAN

Pasal 10
(1)  Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan se ba gai Peserta ke-

pada BPJS Kesehatan.
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(2) Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan seba gai mana dimaksud 
pa da ayat (1) dilaksanakan sesuai de ngan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 11
(1)  Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya se-

ba gai peserta Jaminan Kesehatan ke pada BPJS Kesehatan dengan 
membayar iuran.

(2)  Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak men daftarkan Pe-
ker ja nya kepada BPJS Kesehatan, Pe kerja yang bersangkutan berhak 
men daftarkan diri nya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

(3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib men daf tarkan dirinya dan 
ang gota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai 
Pe serta Ja min an Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan mem bayar 
iuran.

(4) Setiap orang bukan Pekerja wajib mendaftarkan diri nya dan anggota 
ke luar ganya sebagai Peserta Ja min an Kesehatan kepada BPJS Kese-
hat an dengan mem ba yar iuran.

Pasal 12
(1)  Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kese hat an berhak men-

da pat kan identitas Peserta.
(2)  Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

me muat nama dan nomor identitas Pe serta.
(3)  Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meru-

pa kan nomor identitas tunggal yang ber laku untuk semua program 
ja minan sosial.

Pasal 13
(1)  Peserta Pekerja Penerima Upah wajib menyampaikan per ubahan data 

ke pe sertaan kepada Pemberi Kerja.
(2)  Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data ke pesertaan seba gai-

mana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
(3)  Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan per-

ubah an data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang ber-
sang kutan dapat me laporkan perubahan data kepesertaan secara 
lang  sung kepada BPJS Kesehatan.

(4)  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pe kerja wajib me-
nyam pai kan perubahan data ke pe ser taan kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 14
Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data ke pe ser ta annya dan iden-
titas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan me nun juk-
kan identitas Peserta.

Pasal 15
Ketentuan­lebih­lanjut­mengenai­prosedur­pendaftaran,­verifikasi­ke­pe­ser­
ta an, perubahan data kepesertaan, dan iden titas Peserta sebagaimana di-
mak   sud dalam Pa sal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan 
Per    atur  an BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan ke men te rian/
lem  baga terkait.
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BAB IV 
IURAN

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 16
(1)  Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Ke sehatan di ba-

yar oleh Pemerintah.
(2)  Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Pe ne rima Upah dibayar 

oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
(3)  Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran Jaminan Kesehatan 

se ba gaimana dimaksud pa da ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur de-
ngan Per atur an Presiden.

Bagian Kedua  
Pembayaran Iuran

Pasal 17
(1)  Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Ke se hat an seluruh Pe-

serta yang menjadi tanggung jawab nya pada setiap bulan yang diba-
yar kan paling lambat tang gal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS 
Ke  se hatan.

(2)  Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) jatuh 
pada hari libur, maka iuran diba yar kan pada hari kerja ber ikut nya.

(3)  Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.

(4)  Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana 
di mak sud pada ayat (1), dikenakan den da administratif sebesar 2% 
(dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar 
oleh Pem beri Kerja.

(5)  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bu kan Pekerja 
wajib membayar Iuran Jaminan Ke se hatan pada setiap bulan yang 
di ba yarkan paling lam bat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada 
BPJS Ke se hatan.

(6)  Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dapat dila ku kan diawal untuk 
lebih dari 1 (satu) bulan.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan den da admi nis-
tra tif diatur dengan Peraturan BPJS Ke se hatan.

Bagian Ketiga
Kelebihan dan Kekurangan Iuran

Pasal 18
(1)  BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau keku rang an Iuran Ja min-

an Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta.
(2)  Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pem ba yar an iuran se ba-

gai mana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan mem be ri ta hu kan 
se cara tertulis ke pada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lam bat 
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran.

(3)  Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran se ba gai mana dimaksud 
pa da ayat (2) diperhitungkan de ngan pembayaran iuran bulan ber-
ikutnya.
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Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iur an diatur dengan 
Per aturan BPJS Kesehatan setelah ber ko ordinasi dengan kementerian/lem-
ba ga terkait.

BAB V
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 20
(1)  Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Ke sehatan yang 

bersifat pelayanan kesehatan per orang an, mencakup pelayanan pro-
mo tif, preventif, ku ratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan 
bahan medis habis pakai sesuai dengan ke bu tuh an medis yang di per-
lu kan.

(2)  Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis.

(3)  Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat de-
ngan besaran iuran yang dibayarkan.

(4)  Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
Man faat akomodasi dan ambulans.

(5)  Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan 
ber dasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.

(6)  Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ha nya diberikan un-
tuk pasien rujukan dari Fasilitas Ke se hat an dengan kondisi tertentu 
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 21
(1)  Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pem berian pe la-

yanan:

a. penyuluhan kesehatan perorangan;
b. imunisasi dasar;
c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan.

(2)  Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana di maksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi paling sedikit pe nyuluhan mengenai pengelolaan 
faktor risiko pe nyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

(3)  Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf 
b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan 
Hepatitis-B (DPT- HB), Polio, dan Campak.

(4)  Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
huruf c meliputi konseling, kon tra sepsi dasar, vasektomi dan tubek tomi 
bekerja sa ma dengan lembaga yang membidangi keluarga be ren cana.

(5)  Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi da sar sebagaimana 
di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah.

(6)  Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hu ruf d diberikan secara selektif yang di tu jukan untuk mendeteksi 
ri siko penyakit dan men ce gah dampak lanjutan dari risiko penyakit 
ter  tentu.

(7)  Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining ke se hat-
an jenis penyakit, dan waktu pela yan an skrining kesehatan seba gai-
mana dimaksud pa da ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22
(1)  Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

a.  pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pe la yanan ke se-
hat an non spesialistik yang men ca kup:
1.  administrasi pelayanan;
2.  pelayanan promotif dan preventif;
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3.  pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4.  tindakan medis non spesialistik, baik ope ra tif maupun non 

ope ratif;
5.  pelayanan obat dan bahan medis habis pa kai;
6.  transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. pe meriksaan penunjang diagnostik labo ra torium tingkat 

pratama; dan
8.  rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

b.  Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, me liputi pelayanan 
kesehatan yang mencakup:
1.  rawat jalan yang meliputi:

a)  administrasi pelayanan;
b)  pemeriksaan, pengobatan dan kon sul tasi spesialistik 

oleh dokter spesialis dan subspesialis;
c)  tindakan medis spesialistik sesuai de ngan indikasi 

medis;
d)  pelayanan obat dan bahan medis ha bis pakai;
e)  pelayanan alat kesehatan implan;
f)  pelayanan penunjang diagnostik lan jut an sesuai dengan 

indikasi medis;
g)  rehabilitasi medis;
h)  pelayanan darah;
i)  pelayanan kedokteran forensik; dan
j)  pelayanan jenazah di Fasilitas Ke se hatan.

2.  rawat inap yang meliputi:
a)  perawatan inap non intensif; dan b) perawatan inap di ruang in-

ten sif.
c.  pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)  Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimana di maksud pada ayat 
(1) huruf c telah ditanggung dalam pro gram pemerintah, maka tidak 
ter masuk dalam pe la yanan kesehatan yang dijamin.

(3)  Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan se ba gaimana 
dimaksud pada ayat (1) Peserta juga ber hak mendapatkan pelayanan 
be ru pa alat bantu ke sehatan.

(4) Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan seba gai mana dimaksud 
pa da ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23
Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa 
layanan rawat inap sebagai berikut:
a.  ruang perawatan kelas III bagi:

1.  Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
2.  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pe serta bukan Pe ker ja 

de  ngan iuran untuk Man faat pelayanan di ruang perawatan ke  las 
III.

b. ruang perawatan kelas II bagi:
1.  Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pe ga wai Negeri Si pil go -

long an ruang I dan golongan ruang II beserta anggota ke luar ga nya;
2.  Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pe-

ga wai Ne geri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta 
ang gota ke luar ganya;

3.  Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pe-
ga wai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta 
ang gota keluarganya;

4.  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Ne-
geri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 
ke  luarganya;
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5.  Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) 
ka li penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 
(sa tu) anak, beserta anggota keluarganya; dan

6.  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Peker ja 
de  ngan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan ke  las II; 

c.  ruang perawatan kelas I bagi:
1.  Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2.  Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil 

go  long an ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota ke-
luarganya;

3.  Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pe ga-
wai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta 
ang gota keluarganya;

4.  Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara 
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV be-
ser ta anggota keluarganya;

5.  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai 
Negeri Si pil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta 
anggota ke luar ga nya;

6.  Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
7.  Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali 

peng ha sil an tidak kena pajak dengan sta tus kawin dengan 1 
(satu) anak, be serta anggota ke luarganya; dan

8.  Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bu  kan Pe ker ja 
de  ngan iuran untuk Manfaat pela yan an di ruang pera wat an kelas I.

Pasal 24
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih ting gi dari pada 
hak nya, dapat meningkatkan haknya de ngan mengikuti asuransi kese hat-

an tambahan, atau mem ba yar sendiri selisih antara biaya yang dijamin 
oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat pe ningkatan 
ke las perawatan.

Pasal 25
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:
a.  pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui pro sedur se ba gai-

mana diatur dalam peraturan yang ber laku;
b.  pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Ke sehatan yang tidak 

be kerjasama dengan BPJS Ke se hatan, kecuali untuk kasus gawat 
darurat;

c.  pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan ke ce-
la ka an kerja terhadap penyakit atau ce dera akibat kecelakaan kerja 
atau hubungan kerja;

d.  pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
e.  pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
f.  pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
g.  pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
h.  gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau 

al kohol;
i.  gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat 

me la kukan hobi yang mem ba ha ya kan diri sendiri;
j.  pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, ter masuk aku-

pun tur, shin she, chiropractic, yang be lum dinyatakan efektif berda-
sar kan penilaian tek no logi kesehatan (health technology assessment);

k.  pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan se bagai percobaan 
(eks perimen);

l.  alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
m.  perbekalan kesehatan rumah tangga;
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n.  pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tang gap darurat, ke-
ja dian luar biasa/wabah; dan

o.  biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan de ngan Manfaat 
Ja minan Kesehatan yang diberikan.

Pasal 26
(1)  Pengembangan penggunaan teknologi dalam Manfaat Jaminan Ke-

se hatan harus disesuaikan dengan ke bu tuh an medis sesuai hasil 
penilaian teknologi kese hat an (health technology assessment).

(2)  Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Ja minan Kese-
hat an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3)  Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil pe ni laian teknologi 
(health technology assessment) se ba gai mana dimaksud pada ayat (2) 
di atur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

BAB VI 
KOORDINASI MANFAAT

Pasal 27
(1)  Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi ke se-

hat an tambahan.
(2)  BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asu ransi kesehatan tam-

bahan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dapat melakukan ko or-
dinasi dalam mem be ri kan Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan 
yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi ke se hatan 
tam bah an.

Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat seba gai mana dimaksud 
da lam Pasal 27 diatur dalam perjanjian ker ja sama antara BPJS Kesehatan 
de ngan penyelenggara pro gram asuransi kesehatan tambahan.

BAB VII 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 29
(1)  Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan 

pada satu Fasilitas Kesehatan ting kat pertama yang ditetapkan oleh 
BPJS Kesehatan se telah mendapat rekomendasi dinas kesehatan ka-
bu  paten/kota setempat.

(2)  Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan se lan jut nya Peserta 
ber hak memilih Fasilitas Kesehatan ting kat pertama yang diinginkan.

(3)  Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fa silitas Ke se-
hat an tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.

(4)  Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana di mak sud pada ayat 
(3) tidak berlaku bagi Peserta yang:
a.  berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan ting kat pertama tempat 

Peserta terdaftar; atau
b.  dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

(5)  Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan ting kat lan jut an, 
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ha rus merujuk ke Fasi li tas Ke se-
hatan rujukan ting kat lanjutan terdekat sesuai dengan sis tem rujukan 
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- un dang an.
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(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kese hat an tingkat pertama 
dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan diatur dengan Per-
aturan Menteri.

Pasal 30
(1)  Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta yang dira wat inap men-

da pat kan obat dan bahan medis ha bis pakai yang dibutuhkan sesuai 
de ngan indikasi medis.

(2)  Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sa rana penunjang, 
wa jib membangun jejaring dengan Fa silitas Kesehatan penunjang un-
tuk menjamin ke ter sediaan obat, bahan medis habis pakai, dan pe me-
rik  sa an penunjang yang dibutuhkan.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan kese hat an seba gai-
mana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan 
Men teri dan Peraturan BPJS Ke se hatan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pasal 32
(1)  Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Pe serta Jaminan 

Ke se hatan pada Fasilitas Kesehatan ber pedoman pada daftar dan har-
ga obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)  Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai se ba gaimana di-
mak sud pada ayat (1) ditinjau kembali pa ling lambat 2 (dua) tahun se-
kali.

Bagian Ketiga
Pelayanan Dalam Keadaan Gawat Darurat

Pasal 33
(1)  Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat da pat langsung 

memperoleh pelayanan di setiap Fa si li tas Kesehatan.
(2)  Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di Fa silitas Kesehatan 

yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus segera dirujuk 
ke Fasilitas Ke se hatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan se-
te  lah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pa sien dalam kondisi da-
pat dipindahkan.

Bagian Keempat
Pelayanan Dalam Keadaan Tidak Ada Fasilitas Kesehatan

Yang Memenuhi Syarat

Pasal 34
(1)  Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Ke sehatan yang 

me me nuhi syarat guna memenuhi ke butuhan medis sejumlah Peserta, 
BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi.

(2)  Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. penggantian uang tunai;
b. pengiriman tenaga kesehatan; atau
c. penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.

(3)  Penggantian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
digu nakan untuk biaya pelayanan ke se hatan dan transportasi.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kom pen sa si sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB VIII
FASILITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 35
(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung ja wab atas keter se-

dia an Fasilitas Kesehatan dan pe nye lenggaraan pelayanan kesehatan 
un tuk pelaksanaan pro gram Jaminan Kesehatan.

(2)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan 
ke pa da swasta untuk berperan serta me menuhi ketersediaan Fasilitas 
Ke sehatan dan penye leng garaan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Pasal 36
(1)  Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fa silitas Kese hat-

an yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
(2)  Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Dae rah yang 

me me nuhi persyaratan wajib beker ja sa ma dengan BPJS Kesehatan.
(3)  Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi per syaratan dapat 

men jalin kerjasama dengan BPJS Ke sehatan.
(4)  Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilak sa-

na kan dengan membuat perjanjian ter tulis.
(5)  Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

de ng an Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Besaran dan Waktu Pembayaran

Pasal 37
(1)  Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan di te n tukan berda sar-

kan kesepakatan BPJS Ke se hatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan 
di wilayah ter sebut dengan mengacu pada standar tarif yang di te tap-
kan oleh Menteri.

(2)  Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pem bayaran se ba gai-
mana dimaksud pada ayat (1), Men teri memutuskan besaran pem ba-
yaran atas program Ja minan Kesehatan yang diberikan.

(3)  Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) di te-
tap kan oleh Menteri.

Pasal 38
BPJS wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan 
ke pa da Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim 
dite rima lengkap.

Bagian Keempat
Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan

Pasal 39
(1)  BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fa silitas Kesehatan 

ting kat pertama secara praupaya ber da sarkan kapitasi atas jumlah 
Pe ser ta yang ter daftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.

(2)  Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak 
me mungkinkan pembayaran ber da sar kan kapitasi sebagaimana di-
mak sud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk 
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me  la  kukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil 
guna.

(3)  BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fa silitas Kesehatan 
rujukan tingkat lanjutan berda sar kan cara Indonesian Case Based 
Groups (INA- CBG’s).

(4)  Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) di-
tinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri 
se te lah berkoordinasi de ngan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pe  me   rintahan di bidang keuangan.

Pasal 40
(1)  Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh Fa si li tas Kesehatan yang 

ti dak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan 
peng gantian biaya.

(2)  Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagihkan langsung oleh 
Fasilitas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

(3)  BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada Fa silitas Kesehatan 
se ba gaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan tarif yang berlaku 
di wilayah ter sebut.

(4)  Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diper-
ke nan kan menarik biaya pelayanan ke se hat an kepada Peserta.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegawat da ru ratan dan pro-
sedur penggantian biaya pelayanan ga wat darurat diatur dengan Per-
aturan BPJS Ke se hatan.

BAB IX
KENDALI MUTU DAN BIAYA

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 41
(1)  Menteri menetapkan standar tarif pelayanan ke se hat an yang menjadi 

acuan bagi penyelenggaraan Ja min an Kesehatan.
(2)  Penetapan standar tarif pelayanan kesehatan seba gai mana dimaksud 

pa da ayat (1) dilaksanakan dengan mem perhatikan ketersediaan Fa si li-
tas Kesehatan, in deks harga konsumen, dan indeks kemahalan daerah.

Pasal 42
(1)  Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kese hatan harus mem-

per hatikan mutu pelayanan, ber orien  tasi pada aspek keamanan pa-
sien,­efektifitas­tin­­dakan,­kesesuaian­dengan­kebutuhan­pasien,­ser­ta­
efisiensi­biaya.

(2)  Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Ke sehatan dila-
ku kan secara menyeluruh meliputi pe me nuhan standar mutu Fa si-
litas Kesehatan, me mas ti kan proses pelayanan kesehatan berjalan 
se suai stan dar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran 
ke sehatan Peserta.

(3)  Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mu tu pelayanan Ja-
min an Kesehatan sebagaimana di mak sud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan BPJS.

Pasal 43
(1)  Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Men teri bertanggung 

jawab untuk:
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a.  penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
b.  pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Man faat Jaminan Ke-

se hat an;
c.  per hitungan standar tarif; dan
d.  monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pe la yan an Jaminan Ke-

se hatan.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penye lenggaraan pela-

yan an Jaminan Kesehatan sebagai ma na dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, Menteri ber koor di nasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengem bangan sistem 
ken dali mutu pelayanan sebagaimana di mak sud dalam Pasal 42 serta pen-
ja min an kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 di atur dengan Peraturan Menteri.

BAB X
PENANGANAN KELUHAN

Pasal 45
(1)  Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan Ja minan Kesehatan 

yang diberikan oleh Fasilitas Ke se hat an yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan, Pe serta dapat menyampaikan pengaduan kepada Fa-
si  litas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan.

(2)  Dalam hal Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan ti dak mendapatkan 
pe layanan yang baik dari BPJS Ke se hatan, dapat menyampaikan 
peng aduan kepada Menteri.

(3)  Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dan 
ayat (2) harus memperoleh pe na ngan an dan penyelesaian secara me-

ma dai dan dalam wak tu yang singkat serta diberikan umpan balik ke 
pihak yang menyampaikan.

(4)  Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) dilak-
sa na kan sesuai dengan ketentuan per atur an perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

 Pasal 46 
(1)  Sengketa antara:'

a.  Peserta dengan Fasilitas Kesehatan;
b.  Peserta dengan BPJS Kesehatan;
c.  BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan; atau
d.  BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Ke se hatan;
diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pi hak yang ber-
sengketa.

(2)  Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara mu sya warah, 
seng keta diselesaikan dengan cara me diasi atau melalui pengadilan.

(3)  Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau me lalui pengadilan 
se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan 
per aturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Ja nuari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen gun dan gan Peratur-
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Indonesia.

   Ditetapkan di Jakarta
   pada tanggal 18 Januari 2013
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                                                    ttd.

   DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                REPUBLIK INDONESIA,

                                ttd.

                   AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 29
        Salinan sesuai dengan aslinya
        SEKRETARIAT KABINET RI 
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

             Siswanto Roesyidi


